


KATA PENGANTAR
T

Puji Syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. atas berkat rahmat serta ridhaNya.

Pengadilan Agama Tebing Tinggi dapat menyelesaikan penyusunan Racangan Rencana
Strategis Tahun 2020-2024.

Shalawat dan beriring salam Kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW vang
telah merubah pola pikir ummat manusia dari alam kejahilan kepada alam yang berilmu

pengetahuan,

Berdasarkan sebuah proses dan partisipatil” bersama, para hakim, pejabat struktural,
dan fungsional dan Pengadilan Agama Tebing Tinggi telah berhasil menyusun Rancangan
Rencana Strategis  Pengadilan Agama Tebing Tinggi Tahun 2020-2024 ini disusun
berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung RL No. 1604/SEK/OT.01.2/11/2019 Tanggal
IS5 November 2019, yang mengharuskan setiap pengadilan di bawah Mahkamah Agung Rl
untuk melakukan penyusunan Rancangan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 sechingga
mempunyai indikator dan target Kinerja yang relevan serta terukur pada setiap tujuan dan

sasaran yang ditetapkan,

Sungguh pun Rancangan Rencana Strategis ini telah selesai disusun, akan tetapi
kami menyadari bahwa Rancangan Rencana Strategis ini masih perlu penyempurnaan.
Berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI, tentang Penyampaian Dokumen SAKIP
yaitu Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU). Dokumen Rencana Kerja (RKT)
Tahun 2020 dan Dokumen Rencana Kerja (RKT) Tahun 2021, Dokumen Perjanjian Kincrja
(PK) Tahun 202(). Rencana Aksi Kenerja Tahun 2020 serta Laporan Kinerja Instansi
Pemeruntah (LKjIP) Tahun 2019, dan disesuvaikan dengan Kebijakan Mahkamah Agung
Republik Indonesia. Untuk itu kami mohon herbagai kritik dan saran dari semua pihak untuk
perbaikan dan penyempurnaan di tahun-tahun mendatang. Kepada semua pihak yang telah
membantu  penyusunan Rancangan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 ini  Kami

mengucapkan terima kasih.

e wari 2020
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I. KONDISI UMUM
Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang undang Negara Republik Indoesia Tahun

1945 yang telah diamandemen pada tanggal 19 November 2001 bahwa “Kekuasaan
kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada
dibawahnya dalam lingkungan peradilan Umum, Peradilan Agama, Lingkungan
Peradilan Militer. lingkungan Peradilan Tata usaha Negara dan oleh Mahkamah
Konstitusi dengan amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut
tentang kekuasaan kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap
penyesuaian tersebut dengan lahimya UU No.4 tahun 2004 Jo UU No. 48 Tahun 2009
tentang kekuasaan kehakiman dan UU No.3 Tahun 2009 tentang MARL

Berdasarkan Pasal 21 ayat 2 UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuvasaan
kehakiman disebutkan bahwa ketentuan mengenai organisasi. administrasi dan finansial
badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat | untuk masing-masing lingkungan
peradilan diatur dalam UU sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-
masing.

Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut lahirnya apa yang dinamakan
peradilan satu atap sebagai lembaga pemerintah. pengadilan Agama Tebing Tinggi
merupakan Pengadilan tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung RI dan
hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang
diamanatkan oleh masyarakatt dan rakyat sebhagai pemegang kedaulatan tertinggi.
Kewajiban tersebut dijabarkan dalam menyiapkan, menyusun dan menyampaikan
laporan kinerja secara tertulis. Pelaporan kinerja dimaksud untuk mencapai Kinerja
Pengadilan Agama tebing Tinggi dalam 1 (satu) tahun anggaran sampai dengan 5 (lima)
tahun  kedepan yang bersifat  idealistik,.  sistematis  dan  bersinambungan  dengan
memperhitungkan potensi. peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan
Agama Tebing Tinggi. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian
divraikan ke dalam rencana tndakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan
anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten,
ditunjang sarana dan prasarana serta  memperhitungkan  perkembangan  lingkungan
Pengadilan Agama Tebing Tinggi, baik lingkungan internal maupun external sebagai
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variable strategis, yang dikaitkan dengan proses penyapaian tujuan dan sasaran serta
menjelaskan keberhasilan dan Kegagalan tingkat Kinerja yang dicapai.

Salah satu unsur pokok dari penjabaran sistem akuntabilitas adalah penyusunan
Rancangan Rencana Strategi untuk empatl tahun kedepannya. Rancangan Rencana
Strategi merupakan sckumpulan cita-cita yang terencana dan terukur yang disusun
dalam jangka waktu tertentun untuk wakiu yang akan datang dengan berdasarkan

pertimbangan kebutuhan dan tuntutan.

Urgensi penyusunan suatu rencana strategis terletak pada fungsinya sebagai
kerangka acuan dalam pelaksanaan tugas secara terencana dan terukur serta menjadi
pertanggungjawaban kerja pimpinan dan seluruh aparawur Pengadilan agama Tebing

Tinggi.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan srategis
merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu
menjawab tuntutan lingkungan srategis lokal, nasional dan global.

Dengan pendekatan perencanaan sriategis yang jelas dan sinergi instansi
pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi peluang dan
kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas Kinerjanya.

Rancangan Rencana Srategis Pengadilan Agama Tebing Tinggi Tahun 2020-
2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan Kinerja dengan tahapan-tahapan
yang lerencana dan terprogram secara sistematis melalul penataan, penertiban.
perbaikan, pengelolaan terhadap sistem dan peraturan perundang-undangan untuk

pencapai efektifitas dan efisiensi,

Pembaruvan dibidang manajemen perkara dilaksanakan untuk mewujudkan misi
Mahkamah Agung RI dalam memberikan pelayanan hukum kepada pencari keadilan
dan meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Agama Tebing Tinggi,

Untuk itn dalam menyusun Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama
Tahun 2020-2024, maka pada tahun 2019 dilakukan Reviu Renstra karena Pengadilan
Agama Tebing Tinggi sebagai lembaga peradilan tingkat pertama dengan tugas fungsi

serta mandat (core business) yang diemban, maka Rancangan Rencana Strategis dalam



rangka melaksanakan mandat sampai 5 (lima) tahun yang akan datang perlu dilakukan
Reviu sesuai dengan corebusiness-nya. yaitu pelayanan kepada masyarakat yang telah
diuraikan dalam Indikator Kinerja Utama dan Matrik Rencana Strategis mulai tahun
2020-2024.

Inovasi pelayanan Publik

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan kantor yang semakin berkembang
dimana semua memakai sistem Teknologi informasi yang berbasis internet, perlu
adanya perubahan sesuai dengan perkembangan zaman agar mudah dalam
melaksanakan tugas sehari hari.

Pelaksanaan asas pada undang undang nomor 48 tahun 2009 tentang
kekuasaan kehakiman pasal 2 menyatakan, bahwa peradilan dilakukan dengan
sederhanas, cepat dan biaya ringan telah memiliki dasar acuan untk dilingkungan
Mahkamah Agung. Hal ini dikarenakan pengadilan Agama Tebing Tinggi memiliki
yuridiksi § kecamatan,

Dengan demikian agar terlaksananya azas penyelesaian perkara secara
sederhana, cepat dan biaya ringan perlu dibuat aplikasi pendaftaran perkara secara
online di pengadilan agama Tebing Tinggi.

a. Publikasi Putusan
Putusan secara online memiliki peran penting dalam proses transparansi
Peradilan. Melalui publikasi ini masyarakat dengan mudah mengakses
putusan dimana dan kapan sajaputusan tersebut dapat dilihat pada aplikasi
SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara)

b. Pelayanan meja informasi dan Meja pengaduan
Pengadilan Agama Tebing Tinggi telah membuat terobosan sesuai dengan
vang dicanangkan Badilag yaitu PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)
informasi dan pengaduan memberikan peran yvang penting dalam pemberian
pelayan publik bagi para pencari keadilan. Pengadilan Agama Tebing Tinggi

siap melayani masyarakat dalam tugas dan funsinya.

¢. Pelayanan Informasi



Pelayanan informasi  Pengadilan diberikan melalui meja informasi juga
wesite resmi Pengadilan Agama Tebing Tinggi. Yang mana seluruh

Pengadilan sudah memiliki website resmi.

2. POTENSI PERMASALAHAN

Guna mengetahui potensi dan kelemahan serta hal-hal yang mungkin
menjadi faktor kunci keberhasilan unit organisasi, maka perlu dilakukan analisis
lingkungan yang meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan
eksternal yang pada akhirnya dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daflar
prioritas  faktor lingkungan, baik intermal maupun eksternal serta dampaknya
terhadap masa depan organisasi yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan

internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan.

a. Lingkungan Internal
* Potensi Kekuatan
i, Sistem Informasi Penelusuran Perkara yang mendukung terhadap
kecepatan pelayanan karena selain tersedia petunjuk secara manual juga
sudah tersedia dan dikembangkan administrasi elektroknik (SIPP).

i,  Komitmen yang jelas dan Konsisten dari pimpinan Pengadilan Agama
Tebing Tinggi terhadap peningkatan pelayanan pada peradilan agama demi
mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

i,  Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006, menjadi dasar hukum yang kuat
terhadap kewenangan baru untuk lingkungan peradilan agama yaitu
kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah,

iv.  Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang
mengamanatkan untuk penanganan perkara bagi masyarakat yang tidak
mampu serta pemberian  bantuan hukum bagi masyarakal yang tidak
mampu.

v. Pengadilan Agama Tebing Tinggi telah menerapkan sistem informasi
manajemen kepegawaian bahkan dilakukan secara online yang memual
database kepegawaian dan sistem administrasi Pengadilan Agama yang

memuat database perkara.



b. Lingkungan Eksternal

*  Peluang

i. Sistem informasi yang berbasis web di wilayah Pengadilan Agama
Tebing Tinggi akan memudahkan akses informasi oleh setiap
masyarakat.

ii. Tanggapan positif masyarakat terhadap perkembangan ekonomi syariah
memunculkan harapan bagi masyarakat akan adanya perlindungan dan
kepastian hukum dalam transaksi ekonomi syariah,

ili. Dukungan politik tentang kedudukan lembaga peradilan agama yang
semakin kuat.

iv. Kerjasama yang intensif antara Pengadilan Agama Tebing Tinggi dengan

mnstansi lain.

¢. Faktor Kunci Keberhasilan
Faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancama yang dihimpun dari

kondisi internal dan eksternal Pengadilan Agama Tebing Tinggi merupakan
kondisi yang mungkin berkembang dan timbul di kemudian hari yang akan
mempengaruhi  eksistensi  Pengadilan  Agama Tebing Tinggi. Dengan
diketahuinya faktor yang paling berpengaruh baik positif maupun negatif
terhadap perkembangan Pengadilan Agama Tebing Tinggi, dari analisis
kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (SWOT Analysis) ditentukan
asumsi strategis yailu:

1. Menggunakan kekuvatan yang ada pada organisasi untuk memanfaatkan

peluang,

ii,  Memanfaatkan peluang untuk mengatasi ancaman;
1. Mengatasi kelemahan yang ada dengan memanfaatkan peluang:

iv.  Mewaspadai dan mencegah ancaman kelemahan yang menjadi ancaman

bagi terwujudnya visi dan misi.

Dengan melihat keterkaitan masing-masing faktor (aspek kekuatan dan
kelemahan) dengan visi, misi yang hendak dicapai maka rumusan hasil analisis
strategis yang menjadi prioritas Faktor kunci Keberhasilan (FKK) adalah:



i. Peningkatan pelayanan peradilan agama yang cepal, sederhana dan biaya
ringan
il.  Peningkatan tenaga teknis yang berkualitas dan profesional

i, Peningkatan pelayanan peradilan agama yang berbasis teknologi informasi

Sclanjutnya untuk memberi fokus dan memperkual réncana yang
memperjelas hubungan antara misi dan tujuan disesun  faktor kunci
keberhasilan sebagai berikul:

i.  Adanya pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur
Pengadilan Agama Tebing Tinggi agar menjadi profesional
ii, Dukungan sumber daya yang memadai
i,  Adanya struktur organisasi dan prosedur operasi baku (standard operating
procedure) yang mendukung kebijakan tingkat internal

iv. Adanya perumusan dan penerapan kebijakan yang konsisten,

d. Permasalahan

Dalam menganalisa permasalahan  menggunakan metode SWOT.
mengarahkan analisis strategi dengan cara memfokuskan pada kondisi yang ada
saat ini yaitu berupa: kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses). peluang
(opportunities), dan ancaman (threats), vang merupakan hal kritis segera diatasi
karena membuat kemunduran organisasi. Analisa ini berperan sebagai alat untuk
meminimalisir Kelemahan/kekurangan yang terdapat pada organisasi serta
menekan dampak dari ancaman yang timbul dan harus dihadapi, antara lain

permasalahan sebagai berikut:

1. Belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan Indikator Kinerja Utama (IKU)
dalam dokumen perencanaan dan penganggaran
ii. Renstra belum sepenuhnya berorintasi pada hasil (outcame) dan belum
sepenuhnya dilengkapi dengan indikator keberhasilan atas tujuan dan
sasaran yang ditetapkan schingga mengurangi kualitas pengukuran
keberhasilan rencana strategis tersebul.
i, Prosedur penganggaran belum sepenuhnya mengutamakan  atau

mensyaratkan adanya Kinerja terukur sebelum pengajuan Kegiatan dan



anggarannya. Kurang menekankan atau menagih hasil atau outcame yang
mungkin belum selesai, sehingga (idak mendorong unil kerja untuk
menerapkan anggaran berbasis kinerja

iv.  Evaluasi yang dilakukan atas program baru sebatas pelaksanaan kegiatan
dan penyerapan anggaran belum menyimpulkan keberhasilan sebuah
program.

v. Jumlah sumber daya aparatur Pengadilan Agama Tebing Tinggi yang
masih jauh dari cukup serta kompetensi based aparatur yang masih Kurang
dalam pengelolaan manajemen peradilan agama yang modern dan
terutama berkaitan dengan kewenangan baru.

vi. Pemahaman terhadap penyelenggaraan administrasi Kepaniteraan peradilan
agama (Pola Bindalmin) semakin lemah seiring mutasi kepegawaian yang
cukup tinggi di lingkungan peradilan agama.

vii. Kewenangan baru pengadilan di bidang ekonomi syar'iah belum
dilengkapi dengan petunjuk teknis administrasinya,

viil.  Pemahaman dan pelaksanaan tupoksi yang belum maksimal seiring dengan
mutasi kepegawaian.

ix. Kurangnya anggaran untuk pemhinaan,

Harapan pihak yang berkepentingan terhadap Kinerja Pengadilan Agama
Tebing Tinggi yaitu:
a. Masyarakat pencari keadilan

i.  Permohonan atau gugatandapat segera (cepat) diputuskan

ii.  Biaya perkara terjangkau

ili.  Dikabulkan perkara pradeo (DIPA) dan juga prodeo murni

iv.,  Persidangan dan penyelesaian perkara tepat waku dan Transparan
v.  Pemberian produk pengadilan diterima tepat waktu

vi.  Kemudahan mendapatkan informasi pelayanan

b.  Mahkamah Agung Republik Indonesia
i. Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepal wakitu,

transparan dan akuntabel
ii. Meningkatnya penyelesaian perkara dalam jangka waktu 5 bulan
persidangan dan penyelesaian perkara tepat waktu dan transparan.
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ili. Meningkatnya pelayanan perkara miskin dan (erpinggirkan yang
diselesaikan secara tepat waktu,
iv. Kelengkapan pengiriman berkas perkara kasasi dan PK
v. Upload putusan/penetapan secara cepat dan tepat
vi. Ketepatan data SIPP ke Mahkamah Agung

¢.  Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

i.  Meningkainya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu,
transparan dan akuntabel
ii. Meningkatnya penyelesaian perkara dalam jangka waktu 5 bulan
Meningkatnya tindak lanjut hasil pengawasan
iii.  Meningkatnya pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang
diselesaikan secara tepat wakiu
iv.  Keletapan pengiriman laporan perkara

v.  Akurasi pengisian data kepegawaian

d.  Pengadilan Tinggi Agama
i. Ketelapan pengiriman laporan dan keuangan perkara

ii.  Kelengkapan pengiriman berkas perkara banding
i, Ketepatan data SIPP ke Mahkamah Agung

e.  Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan sesuai wilayah yurisdiksi
i.  Pengiriman salinan putusan/penetapan tepat wakiu

ii. Penyuluhan hukum terkait kewenangan Pengadilan Agama

3 A Pengadilan Agama
i. Tabayun /Delegasi mohon bantuan Panggilan sidang/PIP

ii. Pengiriman salinan putusan/penetapan dan akta cerai
ifli. Permintaan bantuan pemeriksaan setempat

iv.  Permintaan bantuan pemeriksaan saksi

8. Kepala Desa/Lurah dan KUA Kecamatan
i.  Dataidentitas para pihak yang akurat

ii. Pemanggilan para pihak yang tidak berada di tempat
iii.  Sidang di luar gedung pengadilan untuk masyarakal



h. PT.Pos Indonesia
i Kelengkapan data dalam pengiriman sural menyurat

ii. Pengiriman paket yang rapi
iii. Ketepatan pengiriman vang iwadl

iv.  Pengiriman uang PNBP Perkara

i. Radio
- Penyampaian data pemanggilan para pihak yang ghaib secara
akural
J- Kepolisian

i.  Informasi bantuan pengamanan

ii.  Adanya koordinasi yang baik

k.  Dubes/Konsulat
i.  Kelengkapan data dalam pengiriman surat menyurat

ii.  Translate kedalam bahasa negara yang dituju

l Pemerintah Daerah/Dinas Dukcapil
i Kerjasama dan koordinasi dalam perkara isbat nikah massal

ii.  Kejelasan persyaratan prosedur ishat nikah massal

iii. Ketepatan penyampaian salinan penetapan (asal usul anak dll)

m. Taspen
i.  Akurasi data pegawai

il. Koordinasi yang aktif

n.  DJPB (Direktorat Jendral Perbendaharaan)
i.  Revisi Anggaran

ii.  Rekonsiliasi tepat waktu

o.  Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
i.  Kelengkapan pengajuan SPM

il. Rekonsiliasi tepat wakitu
iti.  LPJ Bendahara

p.  KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang)
i.  Akurasi data BMN

. Rekonsilisai tepat waktu
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iii.  Koordinasi yang aktif
iv.  Pemenuhan permohonan lelang
q. Bank
i Penyetoran biaya perkara secara tepat
ii.  Penyetoran PNBP Perkara
iii. Pembayaran gaji
r.  PDAM/PLN/TELKOM
i.  Pembayaran tagihan tepat waktu

ii.  Koordinasi yang akuif
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BAB 11
VISI, MISL TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI
5

Dalam rangka memberikan panduan pelaksanaan kegiatan dan pengambilan
Kebijakan pada masing-masing fungsi yang ada di Pengadilan Agama Tebing Tinggi,
diperlukan dalam suatu dokumen Rancangan Rencana Strategis. Rancangan Rencana
Strategis Pengadilan Agama Tebing Tinggi tahun 2020-2024 memuat Visi, Misi,
Potensi dan Permasalahan. dan Strategi yang akan dilaksanakan dalam peniode waktu
2020-2024

Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Agama Tebing Tinggi Tahun 2020-
2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan Kinerja dengan tahapan-tahapan
yang terencana dan terprogram secara sistematis melalul penataan, penertiban,
perbaikan, pengkajian. pengelolaan terhadap sistem. kebijakan dan peraturan

perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai
pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Tebing Tinggi diselaraskan dengan
arah kebijakan dan program Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan
Pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Jangka Panjang
(2005-2025) dan Pembangunan Jangka menengah (PJM) tahun 2020-2024. sebagai
pedoman dan pengendalian Kinerja dalam pelaksanaan program dan  Kkegiatan
Pengadilan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020-
2024.

A. Visi dan Misi.

Secara ideal, visi adalah merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh
Pengadilan Agama Tebing Tinggi. Visi Pengadilan Agama Tebing Tinggi adalah *
Terwujudkan Peradilan Agama Tebing Tinggi Yang Agung ™

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau  dilaksanakan. Untuk
mewujudkan visi tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Tebing Tinggi menetapkan

misi sehagai berikut:
a. Mewujudkan pelayanan prima yang berkeadilan ;

h. Meningkatkan profesionalisme aparatur Peradilan Agama ;

1



¢. Mewujudkan manajemen Peradilan Agama yang modemn ;
Dalam menjalankan fungsi dan tugas Pengadilan Agama Tebing Tinggi
pada masa yang akan datang, telah membual Rancangan Rencana Strategis (Renstra)
yang memuat tujuan dan sasaran.

B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
Adapun tujuan strategis Pengadilan Agama Tebing Tinggi adalah sebagai
berikut:

Terwujudnya proses peradilan yang pasti. transparan dan akuntabel :

v Vv

Terwujudnya peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara:
Terwujudnya peningkatan akses Peradilan bagi masyarakat miskin  dan
terpinggirkan :

‘/

»  Terwujudnya peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan
Adapun sasaran strategis dari tujuan tersebut dapat diuraikan sebhagai berikut:
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BAB 111
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

I. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG
Sesuai dengan arahan pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam
RPIM tahun 2020-2024 serta dalam rangka mewujudkan visi “Terwujudnya Badan

Peradilan yang Agung"” maka Mahkamah Agung menetapkan 7 sasaran sebagai berikut

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

(B3

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan
Meningkainya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

L O .

Meningkatnya pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis dilingkungan

peradilan

6. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan Kinerja aparat peradilan secara optimal

7. Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan sumber daya
aparatur dilingkungan Mahkamah Agung.

8. Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM Keuangan dan Ascel

Masing masing sasaran strategis diatas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut

Sasaran Strategis 1 : terwujudnya proses peradilan yvang pasti, transparan dan
akuntabel

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti. transparan dan
akuntabel, ditetapkan sebhagai berikut :

I. Penyempurnaan pencrapan sistem kamar

L

Pembatalan perkara kasasi

Proses berperkara yang sederhana dan murah

s

Penguatan akses peradilan
Dengan uraian arah kebijakan sebagai berikut :
d. Penyvempurnaan Penerapan Sistem Kamar:
Penerapan sistem kamar dengan dasar SK KMA Nomor
42/ KMA/SK/AX/2001 yvang diperbarui dengan SK KMA nomor

OFVVKMA/SK/AL2012 yang dilaksanakan dengan membagi 5 kamar
14



Penanganan perkara : Kamar Pidana (Pidana umum.Pidana Khusus).
Kamar perdata (perdata umum dan Perdata khusus), kamar TUN, kamar
Agama dan Kamar militer dengan tujuan :
i.  Menjaga konsistensi putusan
it.  Meningkatkan profesionalisme Hakim
iii.  Mempercepat proses penanganan perkara di Mahkamah Agung
setelah 2 tahun pelaksanaan belum sepenuhnya aturan sistem kamar
telah dilakukan, karena selain belum dilakukannya tata laksana
administrasi yang mengarah pada pencapaian tujuan implementasi
sistem kamar, schingga penyempurnaan penerapan sistem kamar
ini dipandang sangat perlu dilakukan dengan rencana strategi :
i) Penataan ulang struktur organisasi sesuai dengan alur kerja
penanganan manajemen perkara.
ii) Penguatan data base perkara dan publikasi perkara,
iii} Menempatkan personil sesuai kebutuhan masing masingkamar

dan penyempurnaan aturan sistem kamar.

b.  Pembatasan Perkara Kasasi
Tingginya jumlah perkara yang masuk ke Mahkamah Agung 80%
perkara masuk ditingkat banding melakukan upaya hukum ke Mahkamah
Agung dan 90% berasal dari Peradilan umum schingga sulit bagi
Mahkamah Agung untuk melakukan pemetaan permasalahan hukum dan
mengawasi konsistensi putusan. hal ini disebabkan oleh ketidak puasan
para pencari keadilan terhadap hasil putusan baik ditingkat pertama
maupun ditingkat banding schingga memicu para pihak melakukan upaya

Kasasi,

G Proses berperkara vang sederhana dan murah
Seperti yang telah dijelaskan secbelumnya bahgwa tingkat keberhasilan
mediasi yang menggunakan metode Win win solution dan memakan
waktu tidak lebih dari 2 bulan sehingga belum efektif meningkatkan
produktifitas penyelesaian perkara, hal ini disebabkan mekanisme
produser mediasi belum dilaksanakan secara maksimal di Pengadilan,

belum semua hakim memperoleh pelatihan tentang mediasi schingga
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mereka lebih fokus pada penyelesaian perkara secara litigasi. Diharapkan
kedepan bisa dilakukan metode rekruitmen calon peserta diklat mediasi.
Meningkatkan sosialisasi manfaat mediasi dan penguatan Kerjasama

dengan lembaga mediasi diluar Pengadilan,

Sasaran strategis 2 : Peningkatan efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung sesuai dengan sural
keputusan ketua Mahkamah Agung nomor | 138/ KMA/SK/JIX/2009 tentang jangka
waktu 1 (satu ) tahun setelah perkara diregister. sementara penyelesaian perkara pada
tingkat pertama diatur melalui surat edaran Ketua Mahkamah Agung nomor 3 tahun
1998 tentang penyelesaian perkara yang menyatakan bahwa seluruh perkara yang
ditangani oleh Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu | tahun
setelah perkara di register, sedangkan penyelesaian ditingkat pertama dan tingkat
banding menyatakan bahwa perkara perdata umum, perdata agama dan perkara tata
usaha negara kecuali karena sifal dan Keadaan perkaranya terpaksa Iebih dari 6 bulan
dengan ketentuan Ketua tingkat pertama wajib melaporkan alasanya kepada ketua

tingkat banding.

Sasaran strategis 3 : Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan
terpinggirkan
Untuk mewujudkan sasaran strategis peringkatan akses peradilan bagi masyarakat

miskin dan terpinggirkan di capai dengan 3 (tiga) arah kebijakan sebagai berikut :

. Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin
2. Pos pelayanan bantwan hukum sesuvia dengan peraturan Mahkamah Agung RI
no: 1 tahun 2014 dilakukan dengan 3 (tiga) kegiatan yaitu :
a. Pembebasan biava perkara uniuk masyarakat miskin
Pembebasan biaya perkara bagi masyarakat miskin, dari sisi realisasi
meningkat setiap tahunnya namun memiliki kendala keterbatasan aggaran
untuk memenuhi target bila di bandingkan dengan potensi penduduk miskin
berperkara, kesulitan pelaporan Kevangan juga sikap masyarakat yang
malw/tidak yakin erhap layanan tersebut, Hal ini diharapkan kedepan dapat di
lakukan publikasi mamfaat pembebasan perkara bagi masyarakat miskin,
penajaman estimasi baseling berdasarkan data (1-5 tahun kedepan) dan
penguatan alokasi anggaran, meningkatnya kerjasama dengan kementrian
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hukum dan HAM (entang mekanisme penggunaan jasa OBH dan
meningkatkan kerjasama dengan kementrian keuangan dan BPK  agar
mendapat perlakuan tersendiri atas pertanggung jawaban Keuangannya.
b. Pos pelayanan bantuan hukum

Pelaksanaan pos layanan bantuan hukum di sediakan untwk membantu
masyarakat miskin dan tidak ada kemampuan membayara advokat dalam hal
membuat surat gugatan dan pendampingan hak-hak pencari keadilan diluar
persidangan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi duplikasi dengan kementrian
hukum dan HAM yang menyelenggarakan bantuan hukum bagi masyarakal

miskin berupa pendampingan secara materil di dalam persidangan,

Sasaran strategis 4 : Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Dengan arah kebijakan sebagai berikut, jangka waktu penanganan perkara pada
Mahkamah Agung RI sesvai dengan surat keputusann ketua Mahkama Agung
no; 138/KMA/SK/AX/2000 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah
Agung RI menyatakan bahwa seluruh perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung
harus di selesaikan dalam jangka waktu | (saw) tahun setelah perkara di register,
sementara penyelesaian perkara pada tinggkat pertama dan tinggkat banding di atur
melalui surat edaran ketua Mahkamah Agung nomor 3 tahun 1998 tentang penyelesaian
perkara yang menyatakan bahwa perkara perdata umum, perdata agama, dan perkara
Tata Usaha Negara, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari 6
(enam) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan tinggkat pertama yang bersangkutan
wijib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketva pengadilan tingkat banding. Dengan
adanya semangat dari pimpinan Mahkamah Agung dalam merepormasi Kinerja
Mahkamah Agung dan jajarannya seria terlaksananya kepastian hukum dan merespon
keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara di lingkungan Mahkamah
Agung danjajaran peradilan dibawahnya. Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan
keputusan KMA Nomor 119/KMA/SK/VIL2013 tentang penetapan hari musyawarah
dan ucapan pada Mahkamah Agung RI pada butir ke-3 (tiga) menyvatakan bahwa hari
musyawarah dan ucapan harus di tetapkan paling lama tiga bulan sejak berkas perkara
di terima oleh ketua wmajelis, kecuvali terhadap perkara yang jangka wakiu
penanganannya di tentukan lebih cepat oleh Undang-undang misalnya perkara perdata
khusus atau perkara pidana yang terdakwanya berada di dalam tahanan, Penyelesaian

perkara untuk tingkat pertama dan tingkat banding di keluarkan surat edaran ketua
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Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan
tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) linkungan peradilan menyatakan
bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama paling lambat dalam
waktu 5 (lima) bulan sedangkat penyelesaian perkara pada tingkat banding paling

lambat dalam wakitu 3 (tiga) bulan ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasi.

Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan
peradilan di bawahnya senantiasa melakukan cvaluasi secara rutin melalui laporan
perkara. Disamping hal tersebut diatas Mahkamah Agung membuat terobosan untuk
penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi agar dapat diselesaikan
melalui small claim court sehingga tidak harus terikat dengan hukum formil yang ada.
Mahkamah Agung menyusun regulasi sebagai payung hukum terlaksanannya small

clain count

Sasaran strategis 5 : Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparat tenaga teknis di
lingkungan peradilan
System pembinaan vaitu dengan telah di Takukannya assessment untuk pejabat setingkat
eselon Il dalam pengembangan organisasi. serta pelaksanaan pelatihan sember daya
manusian profesional bersertifikat untuk  pejabat  setingkat aselon 1T dan 1V
mengembangkan dan mengimplementasikan system manejemen SDM  berbasis
kompetensi, menempatkan ulang dan mencari pegawai berdasarkan hasil assessment,
pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan hakim secara berkelanjutan, menyusun
standarisasi system pendidikan dan pelatihan aparatu peradilan (unit pelaksana diklat)
serta menyusun regulasi penilaian kemanpuan SDM di Mahkamah Agung RI untuk

pembaruan system manajemen informasi yang terkomputerasi
Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan

Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan permasalahannya
adalah dengan berlakunya peraturan pemerintah Nomor 94 tahun 2012 tentang hak
keuangan dan pasilitas hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung maka keputusan
surat KMA Nomor 07 1I/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan pencgakan disiplin Kerja
dalam pelaksanaan pemberian tunjangan khusus kinerja hakim dan pegawai negeri pada
Mahkamah Agung RI dan badan peradilan di bawahnya tidak berlaku lagi untuk hakim.
Untuk itu di perlukan evaluasi dan harmonisasi peraturan yang ada yang di dukung oleh

keinginan yang kuat dari pimpinan untuk mewujudkan peningkatan kinerja. integritas
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dan disiplin hakim sehingga dapat dilakukan penyusunan regulasi penegakan disiplin,
peningkatan kinerja dan integritas hakim pada badan peradilan yang berada di bawah
Mahkamah Agung. Permasalahan lainnya adalah belum berjalannya sistem evaluasi
kinerja yang komprehensif dengan tantangan belum ada kajian mengenai klasilikasi
bobot perkara dan ukuran standart minimum produktifitas hakim dalam memutuskan
perkara dengan jumlah dan bobot tertentu. Sedangkan potensi yang ada yaitu telah
adanya kebijakan pimpinan dalam penyusunan standar kinerja pegawai (SKP) sehingga
strategi  yang dapat dilakukan dengan di adakannya pendidikan dan pelatihan

penyusunan SKP.

Sasaran strategis 6 : Meningkatnya pelaksanaan penelitian pendidikan dan
pelatihan  sumber daya aparatur  dilingkungan

Mahkamah Agung

Untuk mewujudkan sasaran strategis pengembangan sisitem informasi yang terintegrasi
dan menujang sistem peradilan vang sederhana, transparan dan akuntable di tetapkan
arah kebijakan sebagai berikut:

I. Transparansi kinerja secara efektif dan efisien

2. Penguatan regulasi penerapan sistem informasi terintegrasi

3. Pengembangan kompetensi SDM berbasis IT.

a. Transparansi Kinerja secara efektif dan efisien

Mahkamah Agung melalui berbagai kebijakannya telah berupaya untuk
mengaplikasikan teknologi dalam pengelolaan informasi yang di perlukan
internal organisasi maupun para pencari keadilan dan pengguna jasa layanan
peradilan, Namun demikian dengan adanya perkembangan kebutuhan
hingga Kini banyak timbul keluhan dari para pencari Keadilan, Disisi lain
internal organisasi Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya
masih merasakan perlunya satu Kebijakan sistem pengelolaan TI untuk
memudahkan dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di
setiap unit kerja. Dengan demikian dapat diharapkan terjadinya peningkatan
kualitas  pelayanan informasi  kepada masyarakat yaitu  dengan
mengembangkan mekanisme pertukaran informasi antar institusi yang ada

di dalam dunia teknologi informasi,
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Pengembangan TI di Mahkamah Agung merupakan sarana pendukung untuk
mencapai hal-hal berikut ini:

i. Peningkatan kualitas putusan yaitu dengan penyediaan akses terhdap semua
informasi yang relevan dari dalam dan lvar pengadilan termasuk putusan,
jurnal hukum dan lainnya.

ii.  PeningKtan sistem administrasi pengadilan meliputi akses terhadap aktivitas
pengadilan dari luar gedung misalnya registrasi. permintaan informasi dan
kesaksian.

iii,  Pembentukan efisiensi proses kerja dilembaga peradilan yaitn dengan
mengurangi kerja manual dan menggantikannya dengan proses berbasis
Komputer,

iv. Pembentukan organisasi berbasis Kinerja yaitu dengan menggunakan
teknologi sebagai alat untuk melakukan pemantavan atas Kinerja,

v. Pengembangan metode pembelajaran dari bimbingan teknis menuju e-
learning atau pembelajaran jarak jauh sccara bertahap.

Guna efiensi dan efektivitas kinerja semua satuan organisasi dibawah

Mahmakah Agung akan diberikan akses pada suatu sistem tunggal yang dikelola

secara terpusat di Mahmakah Agung, melalui svatu jaringan komputer terpadu

yang tersebar diseluruh Indonesia. Penyediaan sistem informasi secara terpusat
akan menjamin pelaksanaan proses Kerja yang konsisten diseluruh organisai

Mahmakah Agung, memudahkan dalam merotasi dan mutasi pegawai serta

memudahkan teknis penyediaan, pemelihaaraan maupun pengelolanya.

b. Penguatan regulasi penerapan system informasi terintegrasi
Perkembangan teknologi dan informasi yang berkembang begiu pesat
schingga sangat banyak membantu dalam proses penyelesaain pekerjaan
discgala bidang, ermasuk pempermudah dan pempercepat proses pelaksaan
tugas dan fungi di setiap unit kerja baik internal Mahkamah Agung dan
badan peradilan dibawah nya dalam sistem pengelolaan TI yang

komprehensif dan terintegrasi

Pemanfaatan teknologi dan informasi perlu didukung regulasi yang dapat
mengendalikan prilaku dengan aturan dan batasan. Peraturan dan regulasi
dalam bidang TI di Mahmakah Agung dan badan peradilan dibawahnya

masih membutuhkan seperti:
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i.  Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
public.

i. Surat  Kkeputusan  Ketwa  Mahkamah  Agung Nomor -
144/KMA/I/MA/1/2011  tentang pedoman pelayan informasi di
pengadilan, mewujudkan pelaksaaan tugas dan pelayanan informasi
yang efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan
perundang-undangan. diperlukan pedoman pelayanan informasi yang
sesuai  dengan tugas, fungsi dan organisasi pengadilan. Maka
ditetapkan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dan tegas
melalaui surat keputusan ketuan Mahmakah Agung RI no:l-
144/KMA/SK/2011  tentang  pedoman pelayan informasi di
pengadilan,

¢. Pengembangan Kompetensi sumber daya manusia berbasis T1
Dalam visi dan misi badan peradilan disebutkan bahwa salah satu keriteria
badan peradilan Indonscia yang Agung adalah bila badan peradilan telah
mampu mengelola dan membina SDM yang kompeten dengan Kkeriteria
obyektif, sehingga tercipta hakim dan aparatur peradilan yang berintegritas
dan profesiaonal, dengan demikian diperlukan perencaaan dan langkah-
langkah yang bersifal stratcgis, menyelurubh, terstruktur, terencana dan
terintegrasi dalam satu sistem menajemen SDM. Sistem manajemen SDM
yang dimaksud adalah sistem manajemen SDM berbasis kompetensi, Sistem
ini juga akan memudahkan operasionalisasi dari desain orgnisasi berbasis
kinerja. sckaligus menjawab tuntutan RB. Kompetensi menjadi elemen
kunci dalam menejemn SDM berbasis kompetensi schingga harus dipahami
secara jelas. Kompetensi diartikan sebagai sebuah kombinasi  anara
keterampilan, pengetahuan dan atribut personal, yang dapat dilihat dan
diukur dari prilaku  kerja yang ditampilkan. Secara umum. kompetensi

dibagi menjadi dua yaitu:

i. Soft competency adalah kompetensi yang  berkaitan crat  dengan
kemampuan untuk mengelola proses pekerjaan. hubungan antar manusia
serta membangun interaksi dengan orang lain.,

ii. Hard competency adalah kompetensi yang berkaitan dengan kemampuan
fungsional atau teknis suatu pekerjaan. Kompetensi ini berkaitan dengan

seluk beluk teknis pekerjaan vang ditekuni. Contohnya dilingkungan
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peradilan adalah memutus perkara, membuat salinan putusan. membual
laporan keuvangan dan lain sebagainya.
Dalam proses penyusunan kompetensi, akan dibuat dalar kompetensi baik
softcompetency maupun hardcompetency yang dibutuhkan dan dilengkapi
dengan delinisi secara rinci dan indicator pelaku. Sehingga selnjutnya akan
dapat dikembangkan schagai berikut:

a. Rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi

b. Latihan dan pengembangan berbasis kempotensi, pengembangan yang
dimaksud disini termasuk rotasi, mutasi dan promosi,

c.  Penilaian kinerja berbasis kompetensi.

d. Pola karir berbasis kompetensi.

Dengan adanya sistem pengolaan SDM berbasis kompetensi maka seluruh
proses penilaian hakim dan aparatur peradilan (bisa dikenal sebagai asesmen)
kompetensi individu, akan menggunakan kompetensi  sebagai kriteria penilaian.
Penentuan kebutuhan pelatihan maupun penilaian Kinerja yang berujung pada
pemberian tunjangan kinerja sebagaiamana yang dimaksud dalam RB. Berikut
adalah dukungan yang diperlukan untuk berhasilnya inplementasi  sistem

pengolaan SDM berbasis kompetensi sebagai berikut:

a. Tersedianya peraturan perundang-undangan yang mendukung kemandirian
pengelolaan SDM badan Peradilan,

b. Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh pejabat struktural.

¢. Adanya penguatan unit kerja pengelola Kepegawaian dan penguatan SDM
pengelolaannya.

d. Adanya Keterpaduan antar strategi organisasi dengan strategi menejemn
SDM.

e. Menajemen SDM diposissikan sebagai aspek strategis dan terpadu dengan
visi, misi dan sasaran organisasi,

. Menyesuaikan perkembangan yang terjadi fleksibel terhadap perubahan
sistem dan prosedur,

g. Mendorong kepatuhan terhadap nilai-nialai organisasi dan etika profesi.
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Hakim dan aparatur peradilan yang berada dibawah badan peradilan dituntut
untuk senatiasa memperluas wawasan serta keahliannya, dengan demikian
diharapkan dapat meningkatkan Kepuasan dan Kepercayaan terhadap badan
peradilan. Selain itu sistem rekrutmen juga harus dilihat sebagai bagian tak
terpisahkan dari sistem pendididkan dan pelatihan, dalam rangka mengelola
kualitas SDM badan peradilan sehingga tercipta personil peradilan yang
profesional. Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria objektif,
berintegritas dan profesional maka Mahmakah Agung akan mengembangkan
sistem pendidikan dan pelatihan profesi hakim dan aparatur peradilan yang
berkualitas. Sistem ini akan dapat terwujud dengan usaha berbaikan pada

berbagai aspek yaitu meliputi:

Kelembagaan

= S o

Sarana dan prasaran yang diperlukan

Sumber daya manusia

e n

Program diklat yang terpadu dan berkelanjutan
e. Pemanfaatan hasil diklat
. Anggaran diklat

¢. Kegiatan pendukung lainnya

Konsep yang akan diadopsi dalam penyelenggaran diklat kedepan adalah konsep
pendidikan yang permanen dan berkelanjutan misalnya bagaimana seorang
hakim dapat terus mengikuti perkembangan wacana dan rasa keadilan yang (erus
berkembang di masyarakal atau bagaimana seorang aparalur peradilan
mempelajari  penggunaan  aplikasi komputer untuk mendukung  pelaksaan

tugasnya. Terdapat beberapa pinsip yang harus diperhatikan yaitu:

a. Bersifat konprehensif, terpadu dan sinergis untuk membantu hakim dan
aparatur peradilan memenuhi harapan masyarakat.

b. Bersitat Khusus yvang merupakan bagian dari pendidikan yang berkelenjutan
dan terpusat pada kebutuhan pengembangan kompetensi hakim dan pegawai
pengadilan,

Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain sehgai berikut:
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a. Peningkatan Kkapasitas Kkelembagaan dan Kkapasitas SDM pada pelaksana
pendidikan dan pelatihan.

b. Penyusunan Kurikulum dan materi berbasis kompetensi

c. Pelaksaan program pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi hakim dan
aparal peradilan

d. Rekrutmen SDM pada pelaksana fungsi pendidikan dan pelatihan termasuk
melibatkan tenaga eksternal untuk mendukung penyusunan kurikulum dan
materi ajar ataupun menjadi tenaga pengajar yang dibutuhkan

e. Pelaksaan proses integrasi system diklat secara keseluruhan.

Sasaran strategis 7: Meningkatnya pelaksanaan pengawasan Kinerja aparat

peradilan secara optimal

Untuk mewujudkan ssaran  stralegis peningkatan pengawasan  aparatur  peradilan
ditetapkan arah kebijakn sebagai berikul:

. Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan

2. Penggunaan parameter obyekif dalam pelaksaan pengawasan

3. Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakal
4. Redevenisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra

dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.

Sasaran strategis 8: Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan dan
asset
Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan kompetensi dan integritas SDM

ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

a.  Penataan pola rekrutmen sumber daya manusia peradilan
Peningkatan kompetensi dan integritas SDM Mahkamah Agung dicapai
dengan dua arah kebijakan yaitu: penataan pola rekrutmen sumber daya
manusia peradilan dan penataan pola promosi dan mutasi sumber daya
manusia peradilan, Untuk menata pola rekreimen sumber daya manusia
menemui kendala seperti pemenuhan kebutuhan formasi yang belum sesuai
dengan kempetensi yang dibutuhkan. Belum ada tujuan rekrutmen hakim
yang lebih mengedepankan upaya memperoleh calon yang berkualitas,

Belum ada tes kepribadian ( tes psikolog) dari pihak yang berkompeten
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dalm menggali serta mengukur potensi seseorang untuk menjalankan fungsi
peradilan yang baik. Adanya metode transparansi pengumuman hasil ujian
yang objekaf dan dapat diakses dengan mudah oleh peserta meliputi nilai
dan peringkat. Terdapat bagian yang khusus menangani laporan hasil
asesmen, kompetensi SDM, pegawai, rekam jejak hakim pada Mahmakah
Agung RI serta prediksi dan antisiapasi penempatan SDM Mahmakah
Agung RL Persyaratan menjadi hakim yang sesuai dengan kebutuhan
kerakteristik seorang hakim mencakup integritas, moral dan Karakienstik
yang kuat, kemampuan komunikasi, memiliki nalar yang baik. Schingga
strategi yang dipakai untk arah kebijakan ini adalah rekrutmen dan seleksi

berbasis kempetensi

b. Penataan pola promosi dan mutasi sumber daya manusia peradilan
Penataan system  penggunaan pola promosi dan mutasi sumber daya
manusia peradilan. permasalahan yang ditemukan adalah system pembinaan
meliputi peningktan kapabilitas’keahlian, rotasi, mutasi dan Karier baik
hakim maupun pegawai perlu ditingkatkan dengan parameter tertentu.

Tantangan yang dihadapi untuk arah kebijakan ini adalah:

i. Perbaikan sistem pembinaan aparatur peradilan belum sesuvai dengan
kebutuhan

ii. Belum ada ketentuan sebagai acuan yang mengatur sistem pembinaan
aparatur peradilan untuk menggatikan berbagai peraturan perundang-
undangan.

iti.  Belum terlaksananya perbaikan standarisasi sistem pelaksanaan promosi
dan mutasi bagi pegawai.

iv.  Belum ada tim yang bertugas melakukan sinkronisasi.
Potensi yang ada untuk mendukung arah kebijakan penataan sistem
pembinaan dan pola promosi mutasi sumber daya manusia yaitu bahwa
telah dilakukan asesmen untuk pejabat setingkat eselon [T |, telah
dilaksanakan pelatihan sumber daya manusia profesional bersertifikat untuk
pejabat setingkat eselon I dan 1V.

Untuk mewujudkan sasaran strategis meningkatnya pengelolaan menejerial
lembaga peradilan secara akuntabel, efekuf dan efisien ditetapkan arah
kebijakan sebagai berikut:

25



i. Kemandirian anggaran Mahmakah Agung.

ii.  Mekanisme perencanaan pelaksanaan dan anggaran.
ii.  Pengelolaan menegjemen assel pada peradilan,
iv.  Penataan organisasi dan tata laksana.

v. Pengembangan daya organisasi yang efekuif.

c. Arah Kebijakan dan Strategis Pengadilan Tinggi Agama Medan
Pengadilan Tinggi Agama Medan menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

i, Terwujudnya proses peradilan yang pastiransparan dan akuntabel
ii.  Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
iii,  Terwujudnya dukungan menejemen dan pelaksaaan tugas teknis lainnya

iv. Terwujudnya peningktan saran dan prasarana aparatur peradilan

Sasaran strategis 1: Terwujudnya proses peradilan yvang pasti, transparan dan
akuntabel

Untuk mewujudkan sasaran strategis lerwujudnya proses peradilan yang pasti.
transparan dan akuntabel mempunyai S (lima) indikator yang terdiri dari:

a. Persentase sisa perkara yang disclesaikan,

b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu,

-~

>, Persentase penurunan sisa perkara,

o

. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dan PK.

o

. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan,

Sasaran strategis 2: peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian
perkara mempunyai dua (2) indikator kKinerja vang terdini dari:

a. Persentase salinan putusan yang dikirim tepat wakitu.
b. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat ( ekonomi syariah) yang

dapat diakses secara online dalam waktu satu hari sejak diputus,

Sasaran strategis 3: terwujudnya dukungan menjemen dan pelaksanaan teknis
lainnya
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Untuk mewujudkan sasaran strategis terwujudnya dukungan menejemen dan pelaksaan
tugas teknis lainnya mempunyai sebelas (1 1) indikator kinerja yang terdini dari:
a. Persentase penyelesaian penyusunan rencana program dan anggaran.
b. Persentase penyelesaian laporan rencana program dan anggaran.
¢. Persentase pelaksanaan kegiatan dalam rangka peningkatan mutu sumber daya
manusia aparatur dibidang teknis yustisial.
d. Persentase pelaksanaan kegitan dalam rangka peningktan kompetensi pegawai
dibidang nonteknis,
¢. Persentase pelaksanaan kegiatan dalam rangka peningktan Kualitas pegawai
melalui promosi. rotasi dan mutasi kepegawaian.
f. Persentase pelaksaan peningkatan SDM melalui pendidikan formal.
g. Persentase pelaksanaan ketentuan disiplin hakim dan pegawai serta pemberian
penghargaan,
h. Persentase pelaksanaan tata persuratan, kearsipan dan penggandaan.
i. Persentase pelaksanaan urusan Keamanan, keprotokoleran dan humas.
j. Persentase pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan saran dan prasarana gedung
kantor serta perlengkapan dan perpustakaan.

K. Persentase penata usahaan BMN dan anggaran.

Sasaran strategis 4: Terwujudnya peningKkattan saran dan prasarana aparatur
peradilan

Untuk mewujudkan sasaran strategis terwujudnya peningkatan saran dan prasarana

aparatur peradilan yang mempunyai indikator Kinerja berupa persentase pengadaan

sarana dan prasarana, menelapkan arah kebijakan berupa pelaksanaan pengadaan barang

dan jasa sesuai dengan ketentuan vang berlaku.

a. Arah Kebijakan dan Strategis Pengadilan Agama Tebing Tinggi.
Berdasarkan  surat  Sekretaris  Mahkamah  Agung Rl Nomor
1604/SEK/OT/11/2019 tanggal 15 November 2019 jo Surat Ketua Pengadilan
Tinggi Agama Medan Nomor W2-A/1799A/0T.01.2/11/2019 tanggal 25
November 2019, tentang Penyampaian Dokumen SAKIP, antara lain adalah
Reviu Rencana Strategis tahun 2015-2019 dan Rancangan Rencana Strategis

tahun 2020-2024, pelaksanaan Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Agama
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Tebing Tinggi Tahun 2020-2024 adalah komitmen bersama dalam menetapkan
kinerja dengan tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis.
Selanjutnya untuk memberikan arahan dan sasaran yang jelas sebagai pedoman
kinerja Pengadilan Agama Tebing Tinggi diselaraskan dengan arah kebijakan
Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Nasional
yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) sebagai pedoman dan
pengendalian Kinerja dalam pelaksanaan program dan Kegiatan,

Sasaran strategis |1 : Mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan
dan Akuntabel
Proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
merupakan  faktor  penting  untwk  meningkatkan
kepercayaan pencari keadilan, melalui manajemen
perkara berbasis Teknologi informasi yang dapat diakses
melalui SIPP Pengadilan Agama Tebing Tinggi.

Sasaran strategis 2: Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian
perkara
Tugas Pengadilan Agama adalah menyelenggarakan
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. karena
adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain.
Penyelenggaraan peradilan atau penegakkan hukum
harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya
suatu proses adil dalam rangka menghasilkan putusan
yang mempertimbangkan kepentingan kedua belah
pihak.

Perbaikan vyang dilakukan oleh Pengadilan Agama
Tebing Tinggi adalah substansi putusan yang dapat
dipertanggungjawabkan.

Sasaran strategis 3: Meningkatkan Akses Peradilan Bagi Masyarakat
Miskin dan Terpinggirkan

28



Pengadilan Agama Tebing Tinggi terletak di jalan T,
Imam Bonjol no.7 kelurahan Tambangan Hulu
kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi. Lokasi
Kantor Pengadilan Tebing Tinggi sangat stategis dan
mudah di jangkau oleh masyarakat karena terletak di
jalan protokol Lintas Sumatera dan dekat dengan
Terminal bus dan stasiun kereta api. Dengan yurisdiksi
mewilayahi Kota Tebing Tinggi dengan jumlah 5 (lima)

Kecamatan yaitu:

l. Kecamatan Padang Hulu:

2 Kecamatan Padang Hilir;

3. Kecamatan Bajenis:

4 Kecamatan Rambutan;

5 Tebing Tinggi Kota.

Dari jumlah penduduk yang relatif banyak tersebut maka
diantaranya masih ada yang miskin, maka Pengadilan
Agama Tebing Tinggi melakukan peningkatan akses
bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan pelayanan
melalui mekanisme pembebasan biaya perkara/ prodeo
dan sidang di luar gedung.

2. KERANGKA REGULASI

Dengan lahirnya Undang undang nomor 25 tahun 2004 (entang sistem
perencanaan pembangunan nasional secara legas menyatakan bahwa kerangka
regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan
nasional.

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam
RPIM tahun 2015-2019 yang diamanatkan kepada kementerian/lembaga maka
harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrument pencapaian
sasaran kelembagaan,

Dari sisi regulasi Pengadilan Agama Tebing Tinggi telah memiliki dasar

hukum, agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik.
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3. KERANGKA KELEMBAGAAN

Secara struktural melalui Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI
nomor 474-1/SEK/KU.01.10/2015 pemisahan jabatan Panitera dan Sekretaris yang
sebelumnya  Panitera/Sekretaris dijabat oleh satu orang. Pengadilan Agama Tebing

Tinggi dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh Wakil Ketua, Hakim,

Panitera dan Sekretaris. Dalam melaksanakan tugas dan lungsi Panitera dibantu

oleh Panmud, gugatan, Panmud. Permohonan dan Panmud, Hukum. Sedangkan

Sekretaris dibantu oleh Kasubbag. Kepegawaian dan Ortala, Kasubbag. Umum dan

Keuangan serta Kasubbag, Perencanaan.TT dan Pelaporan. Selain jabatan tersebut

pada Pengadilan Agama Tebing Tinggi terdapat juga jabatan Panitera Pengganti

dan Jurusita.

Daftar nama dan jabatan pada Pengadilan Agama Tebing Tinggi Tahun

2019 dapat dilihat dalam bagan berikut :

1 2 3

I | Rosyid Mumtaz, SH.I. MH Ketua

2 | Muhammad Igbal, SH.I, MA Wakil Ketua

3 | Ummu R Siregar, SH. SH.I, M.H Hakim Pratama Madya

4 | H.Sugeng Heriono, SH. Panitera

5 | Ahmad Junaidi. SE Sekretaris

6 | Dra.Mumi Rahayu Panitera Muda Hukum

7 | Siti Aisyah, S.Ag Panitera Muda Gugatan

8 | H.Ahmad Fadli. SH Panitera Muda Permohonan

9 | Khairuna Nasution, SH Kasubbag Umum dan Keuangan

1) | Henni Erawati Kasubbag Kepegawaian, Organisasi
dan Tata Laksana

11 | Arminul Kasubbag  Perencanaan. TI  dan
Pelaporan

12 | Rusdi Rizki Lubis, S.Sy PNS/CAKIM

I3 | Fri Yosmen, SH PNS/CAKIM
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» KEDUDUKAN
Pengadilan Agama Tebing Tinggi sebagai lembaga peradilan dan pelaksanaan

kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai Kedudukan yang
kuat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat 2 menyatakan
bahwa kekuvasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Agama,
lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer. lingkungan
Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi

» TUGAS POKOK

Tugas pokok Pengadilan Agama Tebing Tinggi sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-undang Nomor :
14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung scbagaimana telah diubah dan
ditambah dengan Undang-Undang Nomor | 5 tahun 2004 tentang kekuasaan
kehakiman dan Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama scbagaimana (elah diubah dengan undang-undang Nomor : 3 Tahun
2006 dan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2()9 menyebutkan bahwa
Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutus

dan menyelesaikan perkara tertentu pada tingkat pertama antara orang islam,

» FUNGSI

Selain tugas pokok sebagai tersebut di atas, Pengadilan Agama Tebing Tinggi

mempunyai fungsi sehagai berikut

a. Fungsi Mengadili (Judicial Power), yakni memeriksa, mengadili dan
menyelesaikan  perkara-perkara yang menjadi Kewenangan  Pengadilan
Agama dalam tingkat pertama (vide: Pasal 49 Undang- Undang Nomor 3
Tahun 2006)

b. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk
kepada pejabat suuktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik
menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan, maupun administrasi
umum/perlengkapan, keuvangan, kepegawaian dan pembangunan. (vide :
Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang
telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50

Tahun 2009 jo KMA No. KMA/OSO/VTIL2006).
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¢, Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas
dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sckretaris, Panitera Pengganti,
Jurusita/Jurusita Pengganti, dan pegawai didaerah hukumnya serta terhadap
jalannya peradilan di tingkat pertama agar peradilan diselenggarakan dengan
seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 avat (1) dan (2) UU No, 7 Tahun
1989 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU
No. 50 Tahun 2009) dan terhadap pelaksanaan administrasi perkara,
administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (vide : KMA Nomor
KMA/ORVVITE2006).

d. Fungsi Nasibat, yakni memberikan pertimbangan dan nasihal tentang
Penerapan Hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila
diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
schagaimana yang telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2006 dan Undang-
Undang Nomor 49 Tahun 2000).

e. Fungsi Administrasi, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis
dan persidangan), administrasi umum (kewvangan, kepegawaian., dan
umum/perlengkapan) (vide : KMA Nomor KMA/OSO/VITL2006 tanggal 24
Agustus 2006 jo KMA Nomor :145/KMA/SK/VIL2007 tanggal 29 Agustus
2007).

. Fungsi lainnya, yakni Pelayanan penyuluhan  hukum, pelayanan
riset/penelitian dan schagainya serta memberi akses yang seluas luasnya
bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi
peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketva Mahkamah Agung Rl
Nomor 1-144/KMA/SK/T2010, tanggal 5 Januari 2011 tentang Pelayanan
Informasi di Pengadilan.

Uraian tugas dan fungsi Pengadilan Agama Tebing Tinggi sesuvai struktur

organisasi Pengadilan Agama Tebing Tinggi adalah sebagai berikut:

> Ketua sebagai kawal depan (voorpost) Makamah Agung. yaitu dalam hal
melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan, para Hakim
dan pejabat Kepaniteraan, masalah-masalah hukum yang timbul. masalah
tingkah laku/perbuatan Hakim dan pejabat Kepaniteraan, masalah eksekusi
yang berada diwilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada
Makamah Agung, menerima laporan penanganan perkara, meminta
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keterangan tentang hal yang berkaitan dengan teknis pengadilan. membina
dan memberikan petunjuk, leguran atau peringatan bila dipandang perlu.
menetapkan svatu perkara, membagi perkara kepada Hakim, memberi izin
untuk melaksanakan putusan, mengevaluasi laporan penanganan perkara
yang dilakukan Hakim dan Panitera Pengganti, selanjutnya mengirimkan
laporan dan hasil evaluasinya secara periodik kepada Pengadilan Tinggi
Agama dan membuat/menyusun legal data tentang putusan perkara-perkara

yang penting di wilayah hukumnya,

‘l

Wakil Ketua mempunyai tugas melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua
berhalangan dan melaksanakan tugas vang didelegasikan oleh Ketua
kepadanya, Ketwa/Wakil Ketwa Pengadilan Agama Tebing Tinggi
membawahi:

*  Majelis Hakim mempunyai tugas menetapkan hari sidang. memeriksa
dan mengadili berkas perkara yang diberikan padanya, maka Hakim
bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara
persidangan serta menandatanganinya, mengemukakan pendapat
dalam musyawarah. Hakim wajib menandatangani putusan yang
sudah diucapkan dalam persidangan, melaksanakan pembinaan dan
mengawasi  bidang hukum, perdata dan pidana tertentu yang
ditugaskan kepadanya dan adanya tugas sebagai Hakim Pengawas
Bidang dalam hal melaksanakan pembinaan dan pengawasan
terhadap penyelenggaraan administrasi perkara / Kepaniteraandan
administrasi Kesekretariatan (Keuangan. Kepegawaian. dan Umum).

* Panitera mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan
mencatat jalannya sidang Pengadilan, bertanggung jawab atas
pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, buku daftar/register,
biaya perkara, dan surat-surat lainnya disimpan di Kepaniteraan.
menyelenggarakan administrasi perkara, Panitera Muda, Panitera
Pengganti, Juru Sita, Juru Sita Pengganti, Panitera membawahi;

- Panitera Muda Gugatan mempunyai tugas membantu Hakim
dengan mengikuti dan mencatat  jalannya persidangan,
melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan
persidangan, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan
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dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perdata,
memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di
Kepaniteraan, mencatat setiap perkara yang diterima kedalam
buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya, menyiapkan
berkas perkara banding yang telah selesai diputus untuk diKirim
ke Pengadilan Tinggi Agama. menyiapkan berkas perkara kasasi
ke Mahkamah Agung.

- Panitera Muda Permohonan mempunyai tugas membantu Hakim
dengan mengikuti dan mencatat jalannya
persidangan.melaksanakan administrasi perkara. mempersiapkan
persidangan, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan
dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara
permohonan, memberi nomor register pada setiap perkara yang
diterima di Kepaniteraan serta memberikan nomor register dan
mencatal setiap perkara yang diterima ke dalam buku register,
disertai catatan singkat tentang isinya, atau menyiapkan berkas

perkara yang dimohon kasasi.

(a) Panitera Muda Hukum mempunyai lugas
mengumpulkanmengolah  dan mengkaji  data, menyajikan
statistik perkara. menyusun laporan perkara, menyimpan arsip
berkas perkara (gugatan dan permohonan). dan tugas lainnya
yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan mengolah dan mengkaji hasil evaluasi dan laporan
periadik untuk dilaporkan kepada Pimpinan Pengadilan.

> Sckretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Ketua dalam
pengurusan surat-surat, penyusunan arsip dan pembinaan administrasi
Kepegawaian, Keuangan dan Umum, Perencanaan, Teknologi Informasi

dan Pelaporan, Sekretaris membawahi Kepala Bagian Umum :
= Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Ketwa dan  Sekretaris  dalam
pengurusan surat-surat, penyusunan arsip dan yang berkaitan dengan

tugas Keuangan dan Umum.
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* Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
mempunyal tugas melaksanakan sebagian tugas dalam mengelola
dan membina administrasi Kepegawaian di Pengadilan Agama
Tebing Tinggi. mengkoordinasi urusan kenaikan pangkat. kenaikan
gaji berkala, Kartu pegawai. menyusun DUK, Bezetling pegawai,
mengupload SIMPEG. SIKEP, mencatat absensi pegawai. dan
urusan kepegawaian lainnya.

* Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan
Pelaporan mempunyai tugas Penyiapan bahan pelaksanaan rencana,
program, anggaran dan Pengelolaan Teknologi Informasi beserta
pelaporan.

* Panitera Pengganti mempunyai tugas membanty Hakim dengan
mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan bertugas
membantu Hakim dalam hal: membual penctapan han sidang,
membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan
atan dirubah jenis penahanannya, mengetik putusan. Perkara yang
sudah putus berikut amar putusannya dan menyerahkan berkas
perkara kepada Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda
Permohonan bila telah selesai dimutasi.

> Juru Sita mempunyai tugas melaksanakan semua perintah yang diberikan
oleh Ketua, Hakim dan Panitera, dalam hal tugas menyampaikan masalah

perkara yang sedang disidangkan.

Y

Juru Sita Pengganti mempunyai tugas melaksanakan tugas yang diberikan
oleh Wakil Panilera, Panitera Pengganti dan Juru Sita dalam hal
pelaksanaan panggilan sidang bagi pihak yang berperkara, baik di dalam
wilayah hukum Negara maupun bantuan delegasi ke Pengadilan Agama
lainnya, menjalankan pemberitahuan 181 putusan
banding/kasasi/peninjauan kembali ke pihak yang berperkara.

Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana stratejik tahun 2020-
2024 adalah:
1. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan

pembangunan.
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2. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian
prioritas pembangunan;

3. Meningkatkan efisiensi  pengalokasian  anggaran untuk  Keperluan

pembentukan regulasi,
PengadilanAgama Tebing Tinggi sebagai lembaga di bawah Mahkamah Agung
RI, dalam menetapkan kerangka regulasi mengacu pada realisasi program
pemerintah dalam RPJM tahun 2020-2024 yang dituangkan dalam arah

kebijakan dan strategis Pengadilan Agama Tebing Tinggi

Terwujudnya Peningkatan | Penerapan Pembuatan | Ketua
proses penyelesaikan | pedoman SK Ketua
peradilan perkara tepat | pelaksanaan | PA 1entang
YANg pasti, wakiu, tugas perbaikan
transparan (ransparan, untuk SOop
dan akuntabel penyelesaian
akuntabel berbasis perkara
pola
BINDALMIN
dan SIPP
Peningkatan | Meningkatkan | Pembuatan
kepatuhan kualitas SK Ketua
techadap putusan tentang Tim
putusan hukum Diskusi
pengadilan Hukum
Pembuatan
Peningkatan 2 SK Ketua
; Menjamin
kualitas SDM ketartiban tentang
proses Pengawasa
pecadilan n Bidang
dan
administrasi
pexkany Pembuatan
) SK Ketua
Modermsasi 'l:iac::zban;l:an tentang
manajemen iy Zona
pelayanan -
perkara peradilan Integritas
yang maodern
Terwujwdnya Peningkatan | Penerapan Pembuatan | Ketua
clektivitas 181 pedoman SK Kctua
pengelolaan putusan yang | pelaksanaan | PA tentang
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penyelesaian diterima para | tugas perbaikan
perkara pthak  tepat | untuk SOpP
wakiu pengelolaan
penyelesaian
perkara
Penineks prava Pembuatan
eningkatan | Meningkatkan SK Ketua
aksesibilitas | kualitas Gk
masyarakal | putusan ';l S 0
engawasa
terhadap hukum o Bidan
peradilan 2
Melaksanakan
: Pembuatan
;:;:;‘::;:;N SK Ketua
2 tentang Tim
peradilan IT
yang modern
Terwupdnya Optimahisast | Menjamin Pembuatan | Ketua
peningkatan pemanfaatan | ketertiban SK Ketua
dukungan teknologi Administrasi | tentang Tim
manajemen informasi IT
dan
pelaksanaan Peningkatan | Melaksanakan
tugas tekms kualitas SDM | transparansi
lainnya peradilan
yang
modern
Terwujudnya Peningkatan | Melaksanakan | SK Kuasa Sekretaris
peningkatan sarana dan pengadaan Pengguna
sarana dan Prasarana alar Anggaran
prasarana pendukung pengolah daw | tentang
aparatur kinerja dan Pengelolaan
Negara aparatur Komunikasi Keuangan
peradilan
Melaksanakan | SK Kuasa
pengadaan Pengguna
teknologi Anggaran
mformasi tentang
Pejabal
Pengadaan
Melaksanakan
pengadaan
dan
fasilitas dan
peralatan
perkantoran
{mebeulair)
Melaksanakan
pengadaan
alat
pengolah data
dan
komunikas:
pendukung
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SIPP.
5 Tercapainya Pengelolaan SK Kuasa Sekretaris
Dukungan Keuangan Pengguna
Manajemen Peradilan Anggaran
Untuk Tepat Wakin | tentang
Layanan Pengelolaan
Prima Keuangan
Peradilan Pengelolaan
Barang
Milik Negara
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1. TARGET KINERJA
Target Kinerja adalah target yang ditentukan untuk mewujudkan keberhasilan

sesuai yang diharapkan dalam kurun waktu yang ditetapkan. Pengadilan Agama Tebing

Tinggi sebagaimana dalam Matriks Rancangan Rentra 2020-2024 setiap tahunnya tefah

ditentukan target kinerja yang sesuai dengan Indikator Kinerja. Sebagaimana terurai

dalam matriks dibawah ini, untuk mewujudkan visi dan misi, twjuan dan sasaran

strategis Pengadilan Agama Tebing Tinggi memiliki 3 (tiga) program yang akan

dilaksanakan yaitu:

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah

Agung

Sasaran

Indikator

Terget

2020

2021

2022

2023

2. Program peningkatan sarana dan prasarana Mahkamah Agung RI

ik Terget
Indikator 5050 o = = -
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3. Program peningkatan manajemen Peradilan Agama

, : Terget
Saseman fadikinoe S0 | 50ai | 200 | 305 | 20
Terselenggaranya | Terselengparanya | 100% 100% 1060% 100% 100%
tertib adminisirasi | laporan perkara
perkara pengaditan
dilingkungan
peradilan
Terselesalkanya | 100% 100% 100% 100% 1004
administrasi
perkara
Terselenggaranya | 100% 100% 100% 100% 1004
perkara prodeo
dan sidang
keliling




Teowujnlays
Kepercayuan
masywrakal tertadyg
sissem peradilan
melaling peosas
perntinn yang pastl,
Inusparan da
agunabet

perkar yaag
dseleaikay

Perwnten
perkam yaag
daeleaitan
sepat wakin

10X

Personse
FVRLTATEIN 18R

poerkam

Ferseslioe
perkam yaag
ik

e iubas
wpraya nkum

- Bandag

- Kwewn
-PR

an
A
a5

Tor oty

MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Visi ; Terwujudnya Pengadilan Agama Tebing Tinggi yang Agung
Misi : 1. Mewujudkan Pelayanan Prima yang berkeadilan
2. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Peradilan Agama

3. Mewujudkan Manajemen Peradilun Agama yang modren

“Peryelesaat

peoncs prerachilan perkana yuig Munjanen dia sivn perkara dbsckesalkan
yarg pasti, e besalkan Pelabsansan Toges
s anis ian Tetnk Losanya
akiminbel
b Persentine perkive L SO 1008 | 1S | 1004 | Program Dekimgan Poryelesainr | Perkara yang 100
yusg dsekesalkan Menajemen dia perkoea tepat | dseksalkan
bepuat wakin Pelabarsan Tegs wakia karang ik S
Tetink Laganya talen
¢ Pemesise =N 3% N 5% N Frogram Dakuagan Peyel Perbandiog s sma HUL
[eRarIAn e Manajemen doa i akkir perkara tabun inl
perkara Pelaksaran Teges tdiue dergan tation laly
Telidk Lusanya
1 Pesscsiioe porbes !’Twnun Dekuagan Pk yuug | Perkacs yung il 1S
yung ticak Menyjemen dom sl meega) akan apayn
merga)ukan gpayn Pelalsarme Tuges herekuaia takun
bk : Tehmak Loy hivsnm tetogp
(BHT)
- Bundiag 05%, %K% 5% Ak sty
LAY ™ LG 2% ¥
- Kowsi
K "W LY 8% 5% B
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e londes Ui e lades respondes 8% ™ /S 2% 3% | Progoun Deluagan Sampey Haall perliliusgan H UG
respamben percowt keadilen Manajemen doa Kegrasan [noex kepuwsie
peRon §ng prais verbadig Pelaksanoas Yoz Masyweka e yieakal
beacbiar yang Iayaran perschiban Tehrek Lamanmyn
Foas terhadap
layurae
perndilan

Terwajuinys s Pencilioc sl TR | Prainghiles W Procsloe salite 1007, | 10070 | 100% | 10 | 1005 | Program Dskuagan | Seadual Pf casa yasg I
peayedertaroan patusan yang edekuvine patusan yaog diknm Manyemen dm pucesan wpee | o bosaikan tepat

[ S TETO AT yorg Steelma peugedisan ke peagadibin Peluksanoan Tugas wakiy wokiu

perkars melslu oleh para pilak pemyelesyian Twrgaja sepot wakiu Tetmik Lasmmya

peomnfsatan sepat wakin perkara

eknodo i 2 Sor sses

b Pesemmase 10(R b Pesestunse Porkas 100 | oo | o1ooss | oo | 1008 | Svogmm Dekuagan
Perkara vang yang doakessikan Matnjemen dom
dsclosviknn melalm Mediasi Pelaksoan Tegas
e balis Maliasi Teliedk Lisuiiva

¢ Pesomuse 1XrN ¢ Penesie berbe 1008 THEN 1008 100 100% | Program Dekoagan
barkas porkeen perkara yag Mansjernen doa
sarg dmohoakus Banda, Peluksaran Teges
Enokonkas Kaszed dan #K yoayg Telindk Lidanya
Bandtin, Kasasi (njeken socon
dan PX yang eagkap dan iepu
devg wkoan =ecara wakiu
beogkap don
sepal wakiu

4 Persemeee 100r% 4 Persennrse peosen Hrogram Dekiagan
palizak yang yug nesseik Manajerncn daa
ponnk portutizg masyaraka Peliksuonr Teges
pestatian (ekonomi syariaby Ttk Lisuiva
mewyarakal yarg doget dinkses
{okoromi secore opling dalam
syvieiah} yang wikiu | b agjok
dagped. diakowes et
securn oalloe
dabun wabie 1
hort sejok pane

Mewnjrdkan s Penwntew 10X Menapksoys 0o Perwntew parkans 1005 | 1o | 10086 | 0o | 1D2% | Program Dekimgan 5 200 000 D0
peairgkan akses perkanm prodeo Akses Perdiloa peoden yarg Menajemen dia
peradus bagl yusg Bagl deckesalkan Felaoasan Tugs
masywaka mskm dscbesiikan Masyirakat Tehnk Loty
dan terplggivkan Mikin dea
Tepinggirkan
— -
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Peneslioe 10PN Penscslioe perbas 1008 | 10085 100%: | 10085 100455 | Frogram Dekuagan

porkam Permotonan Manajemen dom

Permodonan IVoluntade) Joe s Pelaksaroan Teges

{Voluntxir) Hukam Tehnek Lawmmya

[dentitas

Hukum

Persentise 10X Persentise Percan 1008 100 1008 1001 1008

Pencari keadilin goloagan

keaddlan Terteotu yang

solongan Mendapat Laysasa

Tersentn yang Bart e Hukam

Meadapn {Postakum)

Laysasn

Bartuaa

Hukum

{Presbedkum)
Mewujudkan Penarntoea 104 Mermgkatnya Persentoe Patusan 1008 | 1000 | 1008 | 100 | 1005 | Program Dekmmgan
Pelayoara peima Puasen Perdun Kepatuhan Perdota yoag Meanajemen doma
hagi masyarakaw yarg Tertindp chtindaklanjets Pelhakcinsn Tegas
peocan keadilon dmdakbarg et Putesa Idicksekusi) Tetink Lammya

{dickscbuasi) Prapalias
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2. KERANGKA PENDANAAN

Pengadilan Agama Tebing Tinggi sebagai lembaga yudikatit' dibawah naungan
Mahkamah Agung R, didalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan akan terlaksana
secara optimal apabila penyelenggara diikuti dengan pemberian dukungan berupa dana yang
cukup sesuai program yang dibutuhkan sebagaimana ketentuan yang berlaku, Sebagai
lembaga yang pendanaannya diatur oleh pusalAPBN, seluruh Kegiatan terkail dengan
pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengusulan anggaran terlebih dahulu telah dilakukan
analis oleh Kasubbag Perencana dan Kasubbag Keuangan sesuvai kebutuhan setiap tahun.
Dalam menganalisa pengelolaan keuvangan dan kerangka pendanaan Pengadilan Agama
Tebing Tinggi terlebih dahulu harus memahami jenis kegiatan yang diperlukan pembiayaan
sesuai dengan program kegiatannya. Tim penyusun melibatkan bagian-bagian pelaksana
untuk memberikan suatu masukkan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan sebagaimana
Indikator Kinerja yang ditetapkan. Analis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran
kapasitas keperluan pendanaan selama 5 tahun kedepan. Selanjuinya diusulkan kepada
Mahkamah Agung RI, dan turun berbentuk DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) yang
bersumber dari dana APBN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2003 Tentang Keuangan Negara, meliputi kegiatan:

1. Pembuatan Kerangka Regulasi.

2. Pelaksanaan kegiatan/Implementasi
3. Pengawasan/pembinaan

4. Evaluasi Kegiatan



MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN 2020 - 2024

Tarpet Tadikast Pondasasn
Kode Prograny Kegistan Sasaran Todikates Kinerja Kegiatan {IKK) Prekizmn Prekizaan Maju
2000 20 2 Ma uen w2 e
200 T"lnl nes Hed
i @) (3] ) o) 1 L 15) ] (1% m ) 0 14

001 Meningluanyu
peegelolsan dan pelaporan
1060 Purmibenoan Administeas) ke uierggon yary; trenparon
dn Pengeloban Kewangar] dan skurtabel o
Petian Linusan lingkangan Mahkamah
Admiristrast Agurg 8 dan Badan
Pesockion yarg berado &
bawebnve
001, Layanan dukungan = ” 12 12 12
marapemen Satker Durcab | | 12 | Lo | Goreser | Lapsnan | farsn BANN0 A0 Tl (00 AN 60N
>
= 2 1 12 2
@, Layanan Perkartocnn i frracei Jixomd Pt ol e U 00 | e | 2snra
-—— ELALE

101 Pengodaan Sarana don 001 Tempertuny o Kebwtahan

I'ranarana di Saruna doen Prassesna
Lingkungan dadam Mendukung
Fadaranen Peradilon
D] fumdah Soea don Hrsarans
Korpa soeuas Standie Pelayanan oSl (B F MR Al . R 200000 TN AE00W00 BS0NH) 40000
Frima Mescon Luguam
—— " [— — ol b - - ] | —: -
== [ = | - = 1 = = = I = =
D02 Tenperrabery o Tenaga
1063 Parergbatan Marsgemen Tekinis Perachilon Agama
Peradilin Agirma yang Kompeton ok bidary,
Adrvariatrzan Pornddan e
G2 Tompersdury o Toraga Tukne
Perashilon Agsera yang 12 12 12 12 12
nmﬁn o H‘hm L Latissom [ [Pra— Lot svw

Ncdmsnintran Poradilan
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000 Tenscenggomery o Perdura

Peealan Agama vang

disedesaiban selalui
Pervbeboaun Baya
Perkara
03 Perkara Peraddan Agama vang - %0 & 0 1 i
sP!:-’:‘l‘:abm l[;l;kvlll;' . rbars | rermen | robaws | meses e 9300000 20290000 22770000 223000 AN
008 Terselerggaranya Perkara
Perodilon Agamo yang
diwbenstkan melalu
Sidorg di Luser Gedurg
Peryadilan
05 Perkara Poradilan Agpera
yang disedesalkan melalus
Sidang di Luor Gedurg
Ponpgadilun
008 Temwelomgparanya
Penyebeantan Adminstras
Perbara
08 Tersmbingruranyva
Penyelosssan Admunstrea - - - - - - - - . .
Perkara
JUMLAH 2.750.628.000 31.514.560.000 2.772.0%0.000 2.785.120.000 2.792.150.000
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BAB YV
PENUTUP

Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Agama Tebing Tinggi tahun 2020-2024 disusun
dengan mengacu pada Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPIM) 2015-2019.
Sehingga diharapkan nantinya hasil capaiannya dapat diukur dan digunakan sebagai acuan

dalam penyusunan Rencana Kerja Tabhunan Pengadilan Agama Tebing Tinggi,

Dalam Rancangan Rencana strategis tahun 2020-2024 diuraikan hal hal vang akan
dicapai di Pengadilan Agama Tebing Tinggi adanya akses terhadap Pengadilan melalui
sidang Kkeliling, pembebasan perkara/prodeo, pelaksanaan  reformasi  birokrasi  dan
pengawasan, Pada Rancangan Rencana strategis tahun 2020-2024 Mahkamah Agung telah
menetapkan empat tujuan yaitu: terwujudnya proses peradilan yang pasti. transparan dan
akuntabel, terwujudnya peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian  perkara,
terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

terwujudnya peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan,

Rancangan Rencana strategis Pengadilan Agama Tebing Tinggi tahun 2020-2024
merupakan acuan bagi segenap pegawai Pengadilan Agama Tebing Tinggi dalam
melaksanakan tugas. Selain sebagai acuan dalam perencanaan, akan dijadikan landasan
penilaian Kinerja.

Dengan demikian adanya Rancangan Rencana Strategis ini diharapkan dapat melaksakan
tugas pokok dan fungsinya secara efektif dan efisien dan sesuai dengan yang diharapkan

masyarakat, schingga pelayanan terhadap masyarakat dapat diberikan secara maksimal.

Dengan Rancangan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan
Agama Tebing Tinggi memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian
arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020-2024, schingga visi dan misi
Pengadilan Agama Tebing Tinggi dapat terwujud dengan baik.

REKOMENDASI
. Memastikan bahwa terjadinya Rencangan Renstra Pengadilan Agama Tebing Tinggi dan

unit kerja di lingkungannya yang lebih berkualitas. lebih terukur, menggambarkan Kinerja
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(hasil kerja) jangka menengah yang terukur. layak untuk diperjanjikan dan dapat
diketahui dan ditagih hasilnya saat dibutuhkan

Memastikan dimanfaatkannya IKU pada proses (dalam dokumen) perencanaan,

peganggaran, pengukuran, pelaporan dan evaluasi internal,

Diterapkannya anggaran berbasis kinerja. dengan cara memastikan dan meminta seluruh
unit kerja mempertanggungjawabkan Kinerja atau hasilnya terlebih dahulu (termasuk janji
atau outcome yang belum terwujud) sebelum mengajukan anggaran. Memastikan seluruh
unit kerja dapat mengaitkan kinerja utama (indikator dan target) dengan

penganggarannya (mengaitkan IKU dengan anggarannya)

Memastikan tersedianya Perjanjian Kinerja atau Kesepakatan Kinerja, yang menyajikan
dan menjanjikan Kinerja atau hasil (bukan sekedar kerja) yang sangat terukur, relevan
dan dapat ditagih serta menggambarkan kekhasan, keunikan, Keutamaan dan alasan
keberadaan entitas. mulai dari Pimpinan. Eselon I IL L dan IV. sampai kepada
tingkatan paling rendah, baik ditingkat Mahkamah Agung maupun di lingkungan
Peradilan TingKkat Pertama.

Memastikan setiap jenjang jabatan melakukan monitoring, mengukur, menagih dan
menyimpulkan Kinerja sebagaimana yang disepakati di setiap tingkatan (butir 4) dan
mengaitkannya dengan penghargaan dan pengakuan (reward dan recognition) atas
capaian kinerja yang pantas. Tunjangan kinerja harus diberikan atas capaian Kinerja.

terukur, bukan atas kehadiran,

Terus melakukan pembinaan dan cvaluasi akuntabilitas Kinerja selurub unit kerja (pusat
dan daerah) dalam rangka menumbuhkan budaya kinerja dan mewujudkan unit-unit kerja
vang berintegritas  dan  selalu  berorientasi  Kepada  hasil  (outcome), kami  juga
merekomendasi agar Kepala Badan Pengawasan memastikan tersediannya evaluator yang
terlatih (kompeten) baik di pusat maupun di pengadilan tingkat banding, untuk membantu

meningkatkan Kuvalilas hasil evaluasinya.

Mendorong dan memfasilitasi upaya peningkatan kualitas penerapan system akuntabilitas

kinerja di selurub unit kerja Mahkamah Agung baik di pusat maupun daerah.



Tebing Tinggi.

1 Tinggi
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